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BUPATI PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI PASURUAN  

NOMOR  4  TAHUN  2023 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  71 TAHUN 2022 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan 

pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan dan dalam rangka memberikan penghargaan 

kepada tenaga kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 

Tahun 2022 tentang  Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah  Kabupaten di Djawa Timur  

(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
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  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negera Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020  Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 
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12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun   2014  Nomor 199) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015  tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1636); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang 

Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);  

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan 

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 525);  
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20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 

Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri 

Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 343); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336); 

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 127 Tahun 2022 

tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Serta 

Pelaksanaan Apel Bagi Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 127);  

24. Peraturan  Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita 

Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 71); 

25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 157 Tahun 2022 

tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2022 Nomor 157. 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN  BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

PASURUAN 

Pasal   I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan  Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan Berita Daerah (Kabupaten Pasuruan Tahun 

2022 Nomor 71) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut : 
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Pasal 6 

(1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf c diberikan kepada ASN yang bertugas di Lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

(2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN 

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang memiliki resiko 

tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya. 

(3) Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai 

ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut: 

a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; 

b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia 

berbahaya/radiasi/bahan radioaktif; 

c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 

d. pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum; 

e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau 

jabatan yang setingkat,namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan 

f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh 

jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya. 

(4) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sesuai 

kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dari basic TPP ASN. 

(5) Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berpedoman 

pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.   
 

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 7 

(1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada ASN yang bertugas di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Kriteria TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada 

ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut : 

a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau. 

b. kualifikasi pegawai pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak 

ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud. 

(3) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ASN yang 

melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintahan 

daerah. 

(4) Alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan mininal 

10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN. 

(5) Penerima TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah dengan menghapus huruf  b, huruf e dan huruf  

f, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 10 

 

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b dikecualikan 

kepada ASN: 

a. penerima insentif pemungut pajak dan retribusi; 

b. dihapus; 

c. penerima tunjangan Profesi Guru dan tunjangan Khusus Guru; 

d. ditugaskan sebagai Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru yang 

bersertifikasi maupun yang belum bersertifikasi, CPNS dan PPPK 

formasi Guru; 

e. dihapus; 

f. dihapus; 

g. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan pada 

Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan 

langsungnya; 

h. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan dari jabatan negeri karena 

ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah diterbitkannya 

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Aparat Penegak 

Hukum (APH); 

i. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; 

j. sedang mengajukan banding administratif terkait dengan diberhentikan 

dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada 

huruf i kepada Badan Pertimbangan ASN serta tidak diijinkan masuk 

bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha 

Negara; 

k. diberhentikan dari jabatannya 

l. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain diluar Pemerintah 

Daerah; 

m. tugas belajar yang diberhentikan jabatan fungsionalnya 

n. sedang menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; atau 

o. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun. 

 

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 12 

 

(1) TPP ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan 

kepada yang bersangkutan setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai 

tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau 

ketersedian anggaran. 

(2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan 

yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS. 

(3) Khusus untuk CPNS dan ASN formasi Jabatan Fungsional yang belum 

memiliki keputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional, 

maka TPP ASN diberikan berdasarkan kelas jabatan satu tingkat 

dibawah kelas jabatan fungsional yang bersangkutan. 
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(4) Pembayaran TPP ASN CPNS bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai 

tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas. 

(5) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan 

puluh persen) dari nilai basic TPP kelas jabatannya sampai dengan 

terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS. 

4. Ketentuan Pasal 27 ayat (6) diubah dengan menghapus huruf c, dan 

menambahkan 1 (satu) huruf setelah huruf c yaitu huruf d, sehingga 

Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 27 

 

(1) Pemberlakuan aplikasi e-TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (4) huruf g paling lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini 

diundangkan. 

(2) Selama e-TPP Tahun 2022 belum diberlakukan, maka penerimaan TPP 

ASN dihitung secara manual berdasarkan rekapitulasi absensi, nilai 

SAKIP, LRA, SiRUP dan rekapitulasi aktifitas harian dari aplikasi e-TPP 

Tahun 2021. 

(3) Apabila terjadi perpindahan atau mutasi ASN pada jabatan baru yang 

belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan 

dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, 

TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN 

kelas jabatan terendah sesuai Jenis Jabatan sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Penetapan Kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan 

dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai 

dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. 

(5) Pelaksanaan kegiatan pada kelas Jabatan Fungsional yang disetarakan 

ditetapkan setara dengan pelaksanaan kegiatan pada kelas dalam 

jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki. 

(6) Apabila terjadi perpindahan jabatan atau mutasi ASN berlaku sebagai 

berikut : 

a. Bagi JPT, Administrasi dan Jabatan Fungsional untuk penerimaan 

TPP ASN jabatan baru di berlakukan pada awal bulan berikutnya; 

b. dihapus 

c. Perubahan Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada 

huruf b dilakukan pada Bulan Desember. 

d. Pemberian TPP ASN bagi Pejabat Administrasi yang dialihkan 

menjadi Jabatan Fungsional hasil penyederhanaan birokrasi 

besarannya sesuai dengan penerimaan jabatan sebelumnya, sampai 

ditetapkannya Peraturan Perundangan-undangan yang mengatur 

terkait teknis pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan 

Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional 

hasil penyederhanaan birokrasi. 
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Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

PEJABAT TANGGAL PARAF 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Plt. Asisten Adm. Umum 

Plt. Kepala Bagian Hukum 

Kepala Bagian Organisasi 

 Ditetapkan di Pasuruan 
 pada tanggal  2  Januari   2023    

 BUPATI PASURUAN, 

ttd 

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan 

pada tanggal   2   Januari   2023 

SEKRETARIS DAERAH, 

ttd 

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023  NOMOR  4    


